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Abstrack

This study aims to analyze the legal protection afforded to
landowning farmers in the face of pressure from investors in
Indonesia. Although the state has regulated the protection of
farmers’ rights through wvarious laws and regulations, the
implementation of such protection is often hindered by multiple
obstacles, both requlatory and practical in nature. Key challenges
faced by farmers include limited legal awareness, regulatory
ambiguity, weak oversight, and a high level of economic
dependence on investors. This research examines several case
studies that illustrate how power imbalances between farmers
and investors often result in farmers being trapped in
unfavorable agreements. Based on this analysis, the study offers
recommendations to improve the legal protection system by
strengthening oversight, enhancing farmers’ legal literacy, and
ensuring more accessible avenues to justice.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan
hukum terhadap petani pemilik tanah dalam menghadapi
tekanan dari investor di Indonesia. Meskipun negara telah
mengatur perlindungan hak petani melalui berbagai
peraturan perundang-undangan, pelaksanaan
perlindungannya sering terhambat oleh berbagai kendala,

baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan.
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Beberapa kendala utama yang dihadapi petani antara lain
kurangnya pemahaman hukum, ketidakjelasan regulasi,
pengawasan yang lemah, serta ketergantungan ekonomi
yang tinggi terhadap investor. Penelitian ini mengkaji
berbagai studi kasus yang menggambarkan bagaimana
ketimpangan kekuatan antara petani dan investor
menyebabkan petani sering kali terjebak dalam perjanjian
yang merugikan mereka. Berdasarkan analisis tersebut,
penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  untuk
memperbaiki sistem perlindungan hukum dengan
memperkuat pengawasan, meningkatkan literasi hukum

petani, dan memberikan akses keadilan yang lebih mudah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Petani Pemilik Tanah,

Investasi Agribisnis.
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PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pertanian di Indonesia menghadapi tantangan besar
seiring dengan semakin berkembangnya investasi dalam bidang agribisnis dan pengelolaan tanah.
Salah satu faktor yang mempengaruhi situasi ini adalah pergeseran kepemilikan tanah yang mulai
berpindah ke tangan investor besar, sementara petani pemilik tanah sering kali berada dalam posisi
yang lebih lemah. Meskipun petani adalah pemilik sah atas tanah yang mereka kelola, investor
dengan modal besar sering kali memiliki kekuatan lebih untuk mempengaruhi keputusan yang
berkaitan dengan pengelolaan tanah, terutama dalam konteks perjanjian sewa atau alih
kepemilikan.

Perubahan-perubahan ini sering kali membawa dampak negatif bagi petani, yang terkadang
terpaksa menyerahkan hak-hak mereka karena kurangnya pemahaman tentang perlindungan
hukum atau tekanan ekonomi yang mengharuskan mereka bertransaksi dengan investor. Di sisi
lain, para investor cenderung lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, yang dapat
mengabaikan keberlanjutan hidup petani dan dampak jangka panjang terhadap tanah yang mereka
kelola. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan memahami bagaimana perlindungan
hukum dapat diberikan kepada petani pemilik tanah, agar mereka dapat melindungi hak-hak
mereka dalam menghadapi dominasi investor yang lebih kuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan utama,
yaitu:
1. Bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap petani pemilik tanah di Indonesia,
khususnya dalam konteks hubungan mereka dengan investor?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi petani dalam mempertahankan hak-hak mereka ketika
berhadapan dengan investor besar?
3. Bagaimana peran peraturan perundang-undangan yang ada dalam melindungi hak petani

pemilik tanah, dan sejauh mana regulasi ini dapat mengimbangi kekuatan investor?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan
hukum yang diberikan kepada petani pemilik tanah dalam menghadapi investor. Penelitian ini
akan menggali berbagai regulasi yang berlaku, serta tantangan dan solusi yang dapat diterapkan
untuk memastikan hak-hak petani tetap terjaga meskipun terlibat dalam hubungan dengan
investor. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan guna
memperkuat perlindungan bagi petani, baik dari segi hukum maupun praktik pengelolaan tanah
yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemangku
kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan yang
lebih berpihak pada perlindungan hak petani, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan
investor dan kesejahteraan petani. Bagi masyarakat, penelitian ini akan meningkatkan kesadaran
akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak petani, serta dampak yang ditimbulkan oleh
peralihan tanah kepada pihak-pihak dengan kepentingan komersial. Bagi akademisi, penelitian ini
dapat memperkaya literatur terkait hukum pertanian dan perlindungan hak atas tanah, serta
membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.
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RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap petani pemilik tanah dalam
menghadapi tekanan dari investor di Indonesia?

2. Bagaimana peran negara dalam menjamin penerapan regulasi agraria secara adil untuk
melindungi hak-hak petani pemilik tanah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam
bagaimana perlindungan hukum terhadap petani pemilik tanah dalam hubungan dengan investor.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang
terjadi di lapangan, termasuk persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh petani
dalam melindungi hak-hak mereka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi
lebih lanjut aspek-aspek subjektif dan kompleks yang tidak bisa dijangkau hanya dengan data
kuantitatif, seperti faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi interaksi antara
petani dan investor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak
terkait, termasuk petani pemilik tanah, pengacara yang berfokus pada hukum agraria, serta
investor atau perusahaan yang terlibat dalam pembelian atau sewa tanah pertanian.

Dalam analisis data, pendekatan analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi
pola-pola atau tema utama yang muncul dari transkrip wawancara dan dokumen hukum yang
relevan. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana petani melihat
perlindungan hukum yang ada, serta mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam implementasi
hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman
yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara petani dan investor serta memberikan
rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi petani pemilik tanah

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Petani Pemilik Tanah

Sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap hak-hak
petani pemilik tanah, namun implementasinya sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu
perlindungan hukum utama yang dimiliki petani adalah yang diatur dalam Undang-Undang
Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yang secara tegas mengakui dan melindungi hak-hak
atas tanah. Dalam UUPA, hak milik tanah merupakan hak yang bersifat permanen dan hanya dapat
dicabut atau diubah statusnya melalui prosedur yang sah. Hal ini memberikan jaminan bahwa
tanah yang dimiliki oleh petani tidak dapat dengan mudah dialihkan kepada pihak lain, termasuk
investor, tanpa proses yang transparan dan adil.!

Namun, meskipun ada perlindungan hukum yang jelas, masalah utama sering kali muncul
dalam pelaksanaannya. Ketidakseimbangan antara kekuatan petani dan investor sering kali
mengakibatkan petani terpaksa menerima tawaran yang tidak menguntungkan. Investor yang
memiliki modal besar sering kali lebih unggul dalam negosiasi dan dapat memanfaatkan
ketidakpahaman petani terhadap hak-hak mereka. Dalam hal ini, kontrak atau perjanjian yang

1 Wibowo, Budi. Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Tanah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2013, hal. 58-72.
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tidak adil sering kali ditandatangani oleh petani, yang pada akhirnya merugikan mereka. Oleh
karena itu, meskipun hukum memberikan perlindungan, penerapannya sangat bergantung pada
pemahaman dan kesadaran petani akan hak-hak mereka.

Selain itu, dalam praktik transaksi tanah, petani sering kali dihadapkan dengan tekanan
ekonomi yang memaksa mereka untuk menerima tawaran dari investor. Banyak petani yang
menghadapi kesulitan ekonomi yang serius, seperti utang atau biaya operasional yang tinggi dalam
mengelola lahan mereka. Dalam kondisi seperti ini, investor sering kali menawarkan kesepakatan
yang tampaknya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi bisa merugikan petani dalam jangka
panjang. Misalnya, mereka menawarkan sewa tanah yang rendah atau bahkan mengambil alih
pengelolaan tanah, dengan imbalan yang tidak sebanding dengan hak-hak yang hilang oleh petani.
Oleh karena itu, meskipun hukum memberi perlindungan, tekanan ekonomi sering kali membuat
petani sulit untuk menolak tawaran yang tidak adil.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam memastikan bahwa perlindungan hukum
terhadap petani berjalan dengan efektif. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa sistem hukum yang ada diimplementasikan dengan baik, terutama dalam hal pembagian
hak atas tanah dan pengelolaan tanah oleh petani. Selain itu, pemerintah perlu memberikan
edukasi hukum kepada petani agar mereka lebih memahami hak-hak mereka. Hal ini sangat
penting karena banyak petani yang tidak sepenuhnya menyadari hak-hak yang mereka miliki
berdasarkan hukum agraria. Oleh karena itu, program-program yang meningkatkan literasi hukum
di kalangan petani dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dalam
menghadapi tekanan dari investor.

Sistem peradilan tanah di Indonesia juga memiliki peran penting dalam perlindungan hak
petani. Jika terjadi sengketa mengenai hak atas tanah, petani dapat mengajukan kasusnya ke
pengadilan. Proses ini memastikan bahwa setiap pihak, termasuk investor dan petani, dapat
mendapatkan penyelesaian yang adil. Namun, kendala yang sering dihadapi adalah akses keadilan
yang terbatas, terutama bagi petani di daerah terpencil. Biaya yang tinggi untuk mengakses
peradilan, serta keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur hukum, sering kali membuat petani
enggan untuk menuntut hak-hak mereka. Untuk itu, penyederhanaan sistem peradilan dan
penyediaan layanan hukum yang lebih terjangkau bagi petani perlu menjadi perhatian.

Selain itu, peraturan mengenai penggunaan lahan seperti yang diatur dalam Undang-
Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU
Perlindungan Lahan Pertanian) memberikan perlindungan tambahan bagi petani agar lahan
pertanian tetap digunakan untuk tujuan yang produktif. Dalam hal ini, investor yang bermaksud
mengubah fungsi tanah pertanian menjadi lahan non-pertanian, misalnya untuk pembangunan
industri atau properti, harus mendapatkan izin yang sah dari pemerintah. Hal ini mengurangi
potensi penyalahgunaan tanah pertanian yang dimiliki oleh petani, serta melindungi kepentingan
petani agar tanah mereka tidak dengan mudah dialihkan tanpa persetujuan mereka.

Namun, meskipun regulasi tersebut ada, pengawasan dan implementasi yang lemah sering
kali menjadi hambatan dalam perlindungan hak petani. Beberapa daerah sering kali tidak
menerapkan peraturan secara konsisten, dan pelanggaran terhadap hak petani masih sering terjadi.
Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengawasi penggunaan lahan pertanian yang
dialihkan kepada investor, serta kurangnya penegakan hukum yang tegas, membuat petani rentan
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terhadap eksploitasi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di
tingkat lokal dan nasional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan perlindungan
hak petani dapat diterapkan dengan efektif.?

Meskipun sistem hukum di Indonesia memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi
petani pemilik tanah, masih ada banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Ketidakseimbangan
kekuatan antara petani dan investor, kurangnya pemahaman hukum di kalangan petani, serta
masalah akses keadilan menjadi kendala utama dalam menjaga hak-hak petani. Oleh karena itu,
perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat
perlindungan hukum terhadap petani dan memastikan bahwa mereka dapat melindungi hak-hak
mereka dalam menghadapi tekanan dari investor.

Peran Negara dalam Menjamin Perlindungan Petani

Peran negara dalam menjamin perlindungan hak petani pemilik tanah sangat penting untuk
menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani dan investor. Negara, sebagai pihak yang
memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, harus dapat
melindungi petani dari potensi eksploitasi yang dilakukan oleh investor besar, yang sering kali
memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator untuk memastikan
bahwa petani dapat mempertahankan hak atas tanah mereka, sekaligus memastikan bahwa
investor yang berinvestasi di sektor pertanian dapat beroperasi dalam kerangka yang adil dan
transparan.’

Salah satu cara negara untuk melindungi petani adalah melalui kebijakan pertanahan yang
adil dan inklusif. Negara perlu memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan dalam sektor
pertanian berpihak pada petani, dan bukan hanya pada kepentingan kapitalis atau investor.
Misalnya, negara dapat memberikan pendidikan hukum kepada petani tentang hak-hak mereka,
cara-cara menjaga hak milik atas tanah, serta cara-cara yang sah dalam bernegosiasi dengan
investor. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka, petani akan lebih mampu
menghadapi tawaran yang tidak menguntungkan dan menghindari penipuan atau kesepakatan
yang merugikan.*

Selain itu, negara perlu memastikan bahwa peraturan dan regulasi yang ada dapat
mendukung perlindungan petani dengan lebih efektif. Salah satu contoh kebijakan yang
mendukung perlindungan petani adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang
memberikan hak kepada petani untuk memiliki dan mengelola tanah mereka. Meskipun demikian,
penerapan dari UU ini sering kali menemui kendala, terutama dalam konteks hubungan antara
petani dan investor. Oleh karena itu, negara perlu memperbarui dan memperkuat regulasi yang
ada untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap petani tetap berjalan dengan baik, terutama
ketika ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari ketidakberdayaan petani.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara tegas dalam
hal pengelolaan tanah. Ini termasuk mencegah praktek-praktek yang merugikan petani, seperti
penyalahgunaan hak sewa atau pembebasan tanah yang tidak sah oleh investor. Penegakan hukum

2 Suyatno, Agus. Hukum Agraria Indonesia: Dari UUPA sampai UU Pertanahan. Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 80-95.
3 Salim, H. Hukum Agraria di Indonesia: Teori dan Praktik. Bandung: Alumni, 2009, hal. 101-115.
4 Mertokusumo, S. Perjanjian dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2007, hal. 120-135.
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yang tegas akan memberikan rasa aman bagi petani dalam mengelola tanah mereka, serta
menghindari adanya praktek-praktek yang merugikan. Sebagai contoh, pemerintah dapat
memperkuat pengawasan terhadap penggunaan tanah pertanian dan memastikan bahwa tanah
yang telah dialihfungsikan oleh petani tetap berada dalam pengawasan negara.

Selain itu, negara harus menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi petani
untuk mendapatkan bantuan hukum. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan
menyediakan layanan hukum gratis atau berbasis subsidi bagi petani yang terjebak dalam sengketa
terkait tanah. Banyak petani, terutama yang berada di daerah terpencil, tidak mampu untuk
mengakses layanan hukum yang berkualitas. Dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap
bantuan hukum, negara dapat membantu petani dalam melindungi hak-hak mereka secara lebih
efektif. Ini juga akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak investor
yang lebih berkuasa.®

Penting juga bagi negara untuk mengatur investasi asing dalam sektor pertanian dengan
lebih bijaksana. Negara perlu memastikan bahwa investor yang masuk ke dalam sektor pertanian
tidak hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan
dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Negara dapat menerapkan regulasi yang
membatasi kontrol penuh investor asing atas lahan pertanian, dan memberikan ruang yang cukup
bagi petani untuk terus mengelola tanah mereka. Hal ini akan membantu menjaga keseimbangan
antara kepentingan investasi dan kepentingan petani.

Kebijakan mengenai peran serta petani dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian
juga perlu diperkuat. Negara perlu melibatkan petani dalam proses pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan penggunaan tanah pertanian dan perencanaan agribisnis. Dalam banyak kasus,
petani sering kali menjadi pihak yang paling terpengaruh, namun jarang dilibatkan dalam
pembuatan kebijakan yang mempengaruhi masa depan tanah mereka. Oleh karena itu,
memberikan petani suara dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian akan membantu
menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada mereka.

Di sisi lain, negara harus memperkuat kerja sama antar sektor, termasuk sektor swasta,
dalam rangka mendukung perlindungan petani. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi
non-pemerintah (NGO) yang fokus pada hak-hak petani, serta dengan sektor swasta yang
berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pertanian. Sebagai contoh, beberapa perusahaan dapat
bekerja sama dengan petani dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan, di mana petani
tetap mempertahankan kontrol atas tanah mereka, sementara investor dapat mendapatkan manfaat
dari pengelolaan tanah yang lebih modern dan efisien. Kerja sama ini harus didasarkan pada
prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.®

Negara memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara
kepentingan petani dan investasi. Melalui kebijakan yang berpihak pada petani, penegakan hukum
yang tegas, serta akses hukum yang mudah, negara dapat memastikan bahwa petani mendapatkan
perlindungan yang layak atas tanah mereka. Selain itu, peran negara dalam mengatur investasi
yang berkelanjutan serta melibatkan petani dalam proses pengambilan keputusan akan semakin
memperkuat posisi tawar petani dan menjamin kesejahteraan mereka di masa depan. Pemerintah

5 Prasetyo, Edy. Mekanisme Perlindungan Hak Tanah dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016, hal. 45-60.
¢ Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 47-55.
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harus terus memperkuat peranannya dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dengan
menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak petani.

Studi Kasus

Dalam menjelaskan bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan pada petani pemilik
tanah, studi kasus mengenai konflik antara petani dan investor di berbagai wilayah Indonesia
dapat memberikan gambaran yang konkret. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah
konflik di kawasan agroindustri sawit. Beberapa tahun terakhir, banyak petani kecil yang merasa
dirugikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit.
Banyak dari petani ini, yang awalnya mengelola tanah pertanian secara mandiri, terpaksa menjual
atau mengalihkan hak pengelolaan tanah mereka kepada perusahaan besar dengan alasan iming-
iming keuntungan yang tidak jelas. Investor yang datang dengan modal besar sering kali
memanfaatkan ketidaktahuan dan keterbatasan sumber daya petani, baik dalam hal pengetahuan
hukum maupun kemampuan untuk bernegosiasi.

Dalam salah satu kasus di Sumatera Selatan, sekelompok petani yang sebelumnya memiliki
hak atas tanah pertanian dihadapkan dengan perusahaan perkebunan sawit yang menawarkan
kesepakatan pengalihan hak sewa lahan dengan imbalan yang sangat rendah. Setelah beberapa
tahun berjalan, para petani mendapati bahwa perusahaan tersebut secara sepihak mengubah status
penggunaan lahan tanpa izin dari petani, dan mereka dipaksa untuk menerima kondisi yang lebih
merugikan. Kasus ini mencerminkan bagaimana investor yang lebih kuat sering kali mengabaikan
hak-hak petani dalam perjanjian yang kurang transparan dan tidak menguntungkan. Pemerintah
setempat, meskipun sudah ada peraturan mengenai penggunaan tanah pertanian, sering kali
kesulitan untuk mengawasi dan menegakkan hak-hak petani secara efektif.

Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencoba untuk menerapkan program sertifikasi tanah
yang bertujuan untuk memberikan petani pengakuan formal atas kepemilikan tanah mereka.
Sertifikat tanah ini diharapkan bisa menjadi alat perlindungan yang kuat bagi petani untuk
menghindari pengambilalihan tanah secara sepihak oleh investor. Namun, meskipun program ini
dapat membantu, masalahnya tidak selesai begitu saja, karena banyak petani yang masih kesulitan
untuk mengakses sertifikat atau bahkan tidak menyadari pentingnya sertifikasi tanah. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perlindungan, kurangnya pemahaman dan dukungan
praktis bagi petani di lapangan tetap menjadi hambatan besar.

Di sisi lain, ada juga program kemitraan yang diterapkan oleh beberapa perusahaan besar
yang mengedepankan model kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan investor.
Sebagai contoh, beberapa perusahaan sawit telah berusaha untuk memperkenalkan pola kemitraan
inti-plasma, di mana perusahaan besar menjadi mitra bagi petani kecil dalam hal pengelolaan dan
pengolahan produk sawit. Dalam pola ini, petani diberi kesempatan untuk tetap memiliki dan
mengelola tanah mereka, sementara perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan,
modal, dan akses pasar. Meskipun ada potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui
kemitraan ini, pelaksanaannya sering kali terbentur pada ketidakseimbangan dalam pembagian
keuntungan dan pengelolaan yang tidak transparan.

Salah satu contoh keberhasilan dalam perlindungan petani melalui program kemitraan
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adalah di wilayah Kalimantan Barat, di mana sebuah perusahaan kelapa sawit menggandeng
petani lokal dalam skema kemitraan inti-plasma. Di sini, perusahaan tidak hanya menyediakan
bibit dan pembinaan teknis tetapi juga memastikan bahwa keuntungan dari hasil panen dibagi
secara adil dengan petani. Hasil dari kemitraan ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani
secara signifikan, dengan penghasilan mereka meningkat dan ketergantungan terhadap pihak
ketiga berkurang. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan skema
kemitraan yang transparan dan menjaga keseimbangan antara perusahaan dan petani.

Penting untuk dicatat bahwa dalam setiap studi kasus, keberhasilan program perlindungan
terhadap petani sangat bergantung pada pengawasan yang efektif dan komitmen pemerintah
untuk memastikan bahwa hak petani tidak dilanggar oleh investor yang lebih kuat. Tanpa adanya
pengawasan yang ketat, banyak program kemitraan atau kebijakan pertanahan yang tidak efektif
dalam melindungi petani. Dalam hal ini, pemberdayaan petani melalui pendidikan hukum menjadi
sangat penting, karena petani yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka
lebih mampu untuk menuntut perlindungan dan membuat keputusan yang lebih bijaksana.

Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam memperkuat
perlindungan terhadap petani. Masyarakat dan organisasi non-pemerintah yang peduli dengan
hak-hak petani dapat membantu memantau dan melaporkan pelanggaran yang terjadi, serta
memberikan dukungan kepada petani dalam menghadapi investor yang mungkin tidak beritikad
baik. Dengan adanya kerja sama antara petani, pemerintah, dan masyarakat sipil, perlindungan
hak-hak petani dapat lebih terjamin, dan ketimpangan dalam hubungan antara petani dan investor
bisa diminimalisir.”

Studi kasus yang telah dibahas memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang
dihadapi petani dalam menjaga hak atas tanah mereka ketika berhadapan dengan investor yang
lebih kuat. Meskipun ada program perlindungan dan kemitraan yang dirancang untuk
meningkatkan kesejahteraan petani, implementasinya sering kali tidak berjalan mulus. Oleh karena
itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran petani, memperkuat
pengawasan, dan memastikan adanya transparansi dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Dengan demikian, negara, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan
sistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi petani pemilik tanah di Indonesia.

Kendala dalam Perlindungan Petani Pemilik Tanah

Perlindungan hukum terhadap petani pemilik tanah di Indonesia sering kali terhambat oleh
sejumlah kendala yang muncul baik pada tingkat regulasi maupun pada pelaksanaannya di
lapangan. Meskipun ada berbagai peraturan yang dirancang untuk melindungi hak petani,
implementasi yang tidak optimal sering kali mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Salah
satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan petani mengenai hak-hak
mereka. Banyak petani yang tidak sepenuhnya menyadari hak milik atas tanah atau prosedur
hukum yang harus ditempuh apabila hak mereka dilanggar. Ketidaktahuan ini sering
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa, seperti investor, yang menawarkan
kesepakatan yang merugikan atau mengalihkan tanah petani tanpa sepengetahuan mereka.

Selain itu, ketidakjelasan dan ketimpangan regulasi juga menjadi faktor yang menghambat

7 Surachman, M. Pengantar Hukum Tanah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 75-88.
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perlindungan petani. Meski ada undang-undang yang melindungi hak petani, seperti Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), kenyataannya peraturan tersebut tidak selalu diterjemahkan
dengan jelas atau diterapkan secara konsisten. Di beberapa wilayah, masih terdapat perbedaan
interpretasi dalam mengartikan hak-hak petani atas tanah mereka. Ketidakjelasan ini dapat
mengarah pada ketidaksesuaian antara aturan yang tertulis dan praktik yang terjadi di lapangan,
mempersulit petani untuk menuntut perlindungannya melalui jalur hukum.®

Kendala berikutnya adalah pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan regulasi yang
ada. Meskipun peraturan mengenai tanah pertanian dan hak petani sudah diatur dengan jelas,
pelaksanaannya sering kali terhambat oleh kurangnya pengawasan dari pihak berwenang.
Misalnya, dalam kasus penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, petani sering
kali tidak memiliki akses yang memadai untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Di banyak
daerah, terutama di wilayah terpencil, pengawasan terhadap penggunaan tanah tidak dilakukan
secara maksimal, yang mengakibatkan banyak tanah pertanian yang dialihkan ke investor tanpa
memperhatikan hak-hak petani.

Selain itu, akses keadilan yang terbatas juga menjadi kendala utama. Banyak petani yang
menghadapi masalah hukum terkait tanah mereka tetapi tidak memiliki sumber daya atau
informasi yang cukup untuk mengakses bantuan hukum yang memadai. Biaya untuk menggugat
atau mengajukan sengketa hukum di pengadilan sering kali sangat tinggi, sementara sebagian
besar petani tidak mampu membayar biaya pengacara atau proses hukum lainnya. Bahkan ketika
mereka berhasil mengakses sistem peradilan, proses yang panjang dan rumit sering kali menjadi
hambatan untuk mendapatkan keadilan dengan cepat dan efisien. Hal ini memperburuk posisi
tawar petani yang sudah berada dalam posisi yang lemah terhadap investor.

Kendala lainnya yang juga cukup signifikan adalah masalah ketergantungan ekonomi.
Banyak petani yang terpaksa menjual tanah mereka kepada investor atau menerima tawaran yang
tidak menguntungkan karena kesulitan ekonomi. Misalnya, petani yang terjebak dalam utang atau
yang mengalami gagal panen sering kali merasa terpaksa menerima tawaran investor yang
tampaknya menguntungkan meskipun sebenarnya merugikan dalam jangka panjang.
Ketergantungan ini sering kali tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, di mana petani
merasa tidak ada pilihan lain selain menerima kesepakatan yang ada. Ketidakberdayaan ekonomi
ini sangat mempengaruhi keputusan petani dan menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi.
Penyalahgunaan kewenangan oleh pihak berwenang juga menjadi salah satu kendala dalam
perlindungan petani. Di beberapa daerah, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dalam
pengelolaan tanah atau yang memiliki koneksi dengan investor sering kali melakukan praktek
korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat memperburuk situasi bagi petani, karena
mereka kesulitan mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima dari pemerintah.
Korupsi dan ketidakterbukaan dalam pengelolaan tanah pertanian sering kali merugikan petani
yang sudah berada dalam kondisi sulit dan menghambat mereka untuk mendapatkan keadilan
yang seharusnya.’

Selain itu, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan atau

8 Jamaris, A. Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Global. Jakarta: Prenada Media, 2012, hal. 65-85.
9 Effendi, M. S. Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan. Jakarta: Grasindo, 2009, hal. 150-170.
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regulasi secara efektif di tingkat lokal juga menjadi kendala yang besar. Meskipun ada berbagai
peraturan yang telah diterapkan di tingkat nasional, sering kali pemerintah daerah tidak memiliki
kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk menegakkan kebijakan tersebut. Di beberapa
daerah, pemerintahan lokal tidak cukup responsif dalam mengatasi masalah yang dihadapi petani
terkait hak tanah, sehingga petani sering kali merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian
atau perlindungan yang seharusnya.?

Berbagai kendala ini memperburuk kondisi petani pemilik tanah, yang sering kali terpaksa
menghadapi tekanan dari pihak investor yang lebih kuat. Oleh karena itu, untuk memperbaiki
sistem perlindungan hukum bagi petani, diperlukan upaya lebih dari pemerintah untuk
meningkatkan akses keadilan, memperjelas regulasi dan penerapannya, serta memperkuat
pengawasan di tingkat lokal. Selain itu, penyuluhan hukum yang lebih intensif kepada petani serta
kebijakan yang lebih berpihak kepada petani kecil dapat membantu mengurangi ketimpangan
antara investor dan petani. Tanpa adanya perubahan yang signifikan dalam hal regulasi dan
pelaksanaan di lapangan, perlindungan terhadap petani tetap akan terhambat oleh berbagai
kendala struktural yang ada.

KESIMPULAN

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada petani pemilik tanah,
berbagai kendala telah muncul, baik pada tingkat regulasi maupun implementasi di lapangan.
Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang jelas seperti UUPA dan kebijakan lainnya
yang bertujuan untuk melindungi hak petani, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh
kurangnya pemahaman hukum di kalangan petani, pengawasan yang lemah, serta
ketidakmampuan petani untuk mengakses keadilan. Selain itu, ketergantungan ekonomi yang
tinggi pada pihak investor dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak berwenang juga semakin
memperburuk posisi petani. Kendala-kendala ini membuat perlindungan terhadap hak tanah
petani menjadi tidak optimal, sehingga petani rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang
lebih kuat.

SARAN

Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk memperbaiki sistem
perlindungan hukum bagi petani. Pertama, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan pertanahan dan menegakkan hukum secara konsisten, terutama di tingkat
lokal. Kedua, penyuluhan hukum yang lebih intensif kepada petani sangat penting untuk
meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka atas tanah. Selain itu, pemerintah
harus memastikan akses keadilan yang lebih mudah dan terjangkau bagi petani, misalnya dengan
menyediakan bantuan hukum gratis bagi petani yang membutuhkan. Dengan adanya kebijakan
yang lebih berpihak kepada petani, serta penguatan kapasitas pengawasan dan implementasi
regulasi, diharapkan perlindungan terhadap petani pemilik tanah dapat berjalan lebih efektif dan
berkelanjutan.

10 Harsono, B. Hukum Pertanahan di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 200-220.
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